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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perdagangan organ tubuh manusia sepertinya bukan hal asing lagi dan banyak iklan di media maupun internet yang menawarkan hal tersebut. Perdagangan organ tubuh masih dilarang diberbagai negara termasuk di Indonesia sehingga penjualan organ tubuh di pasar gelap cukup marak terjadi. Permintaan yang tinggi ini membuat bisnis jual beli organ manusia di pasar gelap tumbuh subur.

Umumnya untuk kepentingan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, diperoleh oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.
 
Modus dalam melakukan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia semakin bermacam-macam dan terorganisir dengan baik. Para pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan keuntungan atau uang secara cepat dan tidak sedikit menghalalkan segala cara dan salah satunya adalah dengan melakukan jual beli organ tubuh manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa  Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri menyebutkan :

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh orang yang hidup untuk diri  sendiri dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syar’i, baik pada tingkatan al-hajah maupun ad-dlarurah;

Tidak membahayakan diri sendiri;

Transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel.

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana point 1 tidak dibolehkan jika hanya untuk kepentingan yang bersifat tahsiniyat.

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berakibat pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Tingginya harga organ tubuh manusia di pasar gelap memicu semakin banyaknya orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan uang.

Pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya dilakukan oleh sindikat penjahat yang menginginkan mendapatkan uang dengan cara tidak sah, tetapi pelakunya juga dapat orang itu sendiri yang menjual organ tubuhnya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang. 

Motif penyebab orang menjual organ tubuhnya pada umumnya adalah faktor ekonomi ataupun kemiskinan yang dialami sehingga untuk mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah, cepat dan instan untuk adalah dengan menjual organ tubuhnya seperti ginjal tanpa menghiraukan dampak atau akibat dari perbuatannya tersebut. Pelaku yang menjual  organ tubuhnya sendiri demi memperoleh uang dengan cara  yang mudah dan cepat tidak memikirkan bahwa  resiko yang akan dialami oleh penjual ginjal adalah terganggunya kesehatan seperti cepat lelah dan tidak bisa makan makanan secara bebas (makan berpantangan).

Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), melalui United Nation Global Initiatif to Fight Human Trafficking (UN GIFT) menyatakan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang terorganisir, UN GIFT telah memberikan sejumlah protokol standar internasional mengenai penanganan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang menjadi pedoman penegak hukum.

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang dalam Pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Selain dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perdagangan organ tubuh manusia diIndonesia juga diatur dalam :

KUHP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Mahalnya biaya untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaaan, sehingga tidak dapat dihindarkan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (human trafficking) terutama anak dan perempuan.

Meskipun adanya peraturan yang melarang perdangangan organ tubuh manusia tetapi praktik perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan dan sebagian dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Kasus jual beli organ tubuh manusia, bukanlah sesuatu yang baru dalam fenomena hukum di Indonesia. Fakta dan motif dibalik maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia dapat ditelusuri secara real melalui dunia maya dilakukan oleh para pelaku, baik di kalangan individu maupun jaringan. 

Kasus jual beli organ tubuh seperti dalam kasus putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, Deni Fajar Muharam als Defa, Ahmad Junaedi als Ahmad dan Ali Suryadi yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Analisis Kebijakan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Manusia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”.
Rumusan Masalah


Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia ?

Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia ?
Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia ?
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia.

Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia.
Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia.

Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia.
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